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ABSTRACT 
 In practice, the grant giver always grants his/her property to the grant 
recipient with the greater amount than the part available in the property to be 
granted or in fact a part of the grant received by the grant recepient absolutely 
belongs to the legitimaries heirs that the dispute of inheritance occurs among the 
heirs. To prove whether or not the grant given by the grant giver has violated the 
legitieme portie, and does not inform the total amount of all boedel of the 
inheritance. The attempt to protect thr ight to inherite of the underage heirs in 
terms of granting by the grant giver violating the legitieme portie is that it is a 
must to obtain a decision in relation to the transfer of the property of the 
underage from the court of law, the existence of representative instution towards 
the legal action for the property of the underage, the action of control or 
monitoring the property containing the right of the underage heirs with the 
condition that transferring the property owned by the underage heirs that should 
be allowed get license from the court of law in order to prevent the violation that 
might be done by the guardian of the underage heirs or other parties who can 
inflict loss to the underage heirs.  
Keywords: Legal Protection, Legitieme Portie, Underage Heir. 
I. Pendahuluan 
 Hibah menurut KUHPerdata adalah perjanjian yang dilakukan oleh 
penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-
cuma kepeda penerima hibah. “Hibah merupakan perbuatan hukum yang 
dilakukan atas kehendak ikhlas dari pemberi hibah. Dengan kata lain, inisiatif 
pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan dari penerima hibah”.1 
 Berdasarkan Pasal 1683 KUHPerdata, hibah harus dilakukan dengan akta 
Notaris.
2
 Dalam akta hibah, pemberi hibah mungkin mewajibkan penerima hibah 
untuk memasukkan kembali nilai hibah yang telah diterimanya itu ke dalam harta 
peninggalan/warisan pemberi hibah. Ini yang dinamakan wajib inbreng. Mungkin 
pula dalam akta hibah pemberi hibah tidak mewajibkan atau membebaskan 
penerima hibah dari kewajiban pemasukan atas nilai hibah yang diterimanya itu. 
                                                 
1
 Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, 
Cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.75.  
2
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat), Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.91. 
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Ini yang dinamakan tidak wajib inbreng. Dalam beberapa hal penarikan kembali 
pemberian hibah memerlukan persetujuan pihak Penerima Hibah atau atas 
persetujuan pengadilan.
3
 
 Menghibahkan sesuatu harta kekayaan kepada orang lain memang hak 
pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan tersebut, namun undang-undang 
menghendaki agar harta kekayaan yang dihibahkan pewaris harus harta kekayaan 
yang tersedia untuk pewaris itu saja dan tidak boleh menghibahkan harta 
kekayaan yang tidak tersedia untuk pewaris. Bagian tertentu dari harta kekayaan 
pewaris yang termasuk bagian yang tersedia dinamakan bagian bebas. Hanya 
terhadap bagian bebas atau bagian tersedia saja undang-undang memberi 
kebebasan kepada pewaris untuk membuat ketetapan apa saja yang 
dikehendakinya, misalnya menghibahkan atau menghibah-wasiatkan. Tujuan dari 
pembuat undang-undang dalam menetapkan legitieme portie adalah untuk 
menghindarkan dan melindungi ahli waris dari kecenderungan si pewaris 
menguntungkan orang lain. Itu sebabnya terhadap bagian yang tidak tersedia atau 
bagian mutlak (legitieme portie), undang-undang melarang pewaris membuat 
ketetapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah bagian mutlak.
4
 
 Banyak terjadi dalam praktek ternyata pemberi hibah menghibahkan harta 
kekayaannya kepada penerima hibah melebihi bagian yang tersedia dari harta 
warisan atau ternyata hibah yang diterima oleh penerima hibah tersebut 
sebagiannya merupakan bagian mutlak para ahli waris legitimaris, sehingga 
timbulah sengketa waris diantara para ahli waris. Salah satu contoh kasus 
pemberian hibah yang melanggar bagian mutlak ahli waris legitimaris adalah 
dalam sengketa ahli waris almarhum Wijaya dan almarhum Rumsiah sebagaimana 
ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3243 
K/Pdt/1999 tertanggal 19 September 2000, di mana semasa hidupnya almarhum 
Wijaya menghibahkan sebuah rumah tinggal seluas 757 M2 kepada salah seorang 
anaknya yang bernama Casman Wijaya berdasarkan akta Hibah Nomor 142 
tertanggal 23 Januari 1960, padahal selain Casman Wijaya tersebut almarhum 
Wijaya juga memiliki 3 orang anak kandung lainnya yaitu Henie Susana, 
                                                 
3
 Eman Suparman (a), Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, 
(Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.93. 
4
 Anisitus Amanat, Op.Cit., hlm.194. 
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Hassanudin, Halim Wijaya. Ketika almarhum Wijaya meninggal dunia, harta 
kekayaan pewaris dikuasai hanya oleh salah satu ahli warisnya saja, yaitu Casman 
Wijaya, karena itulah ahli waris almarhum Wijaya lainnya menuntut hak bagian 
mutlak mereka, pada putusan Mahkamah Agung tersebut bagian mutlak para ahli 
waris tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris almarhum Wijaya dan 
membatalkan akta Hibah Nomor 142 tertanggal 23 Januari 1960 tersebut.  
 Berdasarkan ketentuan hukum perdata, orang yang pertama kali dipanggil 
oleh Undang-undang untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau 
istri, khusus untuk bagian anak-anak pewaris yang tidak bisa diganggu adalah 
legitieme portie atau bagian mutlak.
5
 R. Santoso Pudjosubroto menguraikan 
bahwa “sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal dunia, 
kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-
orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada 
kesepakatan dalam pembagian warisan itu”.6 Suatu penghibahan tidak akan 
menimbulkan masalah selama harta yang diterima dari hibah tersebut tidak 
menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris. Jika keadaannya 
demikian, maka penerima hibah tidak berkewajiban mengembalikan harta yang 
telah diterimanya itu kepada ahli waris legitimaris. Permasalahan akan timbul jika 
ternyata harta hibahan yang diterima penerima hibah melanggar atau 
menyinggung bagian mutlak ahli waris legitimaris, maka penerima hibah wajib 
mengembalikan semua harta yang telah diterimanya dari hibah guna memenuhi 
bagian mutlak ahli waris legitimaris tersebut.  
 Seorang legitimaris berhak menuntut atau melepaskan bagian mutlaknya 
tanpa atau bersama-sama dengan para ahli waris legitimaris lainnya. Menurut 
Pasal 920 KUHPerdata bahwa penuntutan atas bagian mutlak baru dapat 
dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya 
bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka. Penuntutan 
itu dapat dilakukan oleh ahli waris terhadap:
7
 
                                                 
5
 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
hlm.142. 
6
 Eman Suparman (e), Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 
hlm.4. 
7
 Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata 
Barat (Burgerlijke Wetboek), (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.36-37. 
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1. Erfstelling (pengangkatan ahli waris); 
2. Legaat (hibah wasiat), maupun 
Segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih 
hidup (hibah/schenking) yang berakibat mengurangi bagian mutlak.  
 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuktikan bahwa suatu hibah yang dilakukan oleh pewaris itu 
telah melanggar legitieme portie ? 
2. Bagaimana upaya untuk melindungi hak mewaris dari anak di bawah umur 
dalam hal penghibahan oleh pewaris yang melanggar legitieme portie ? 
 Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pembuktian suatu hibah yang 
dilakukan oleh pewaris itu telah melanggar legitieme portie. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk melindungi hak mewaris 
dari anak di bawah umur dalam hal penghibahan oleh pewaris yang melanggar 
legitieme portie. 
I. Metode Penelitian 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:
8
 
1. Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepentingan anak di bawah umur 
terhadap hibah yang melanggar legitieme portie. 
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer 
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 
seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, 
serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. 
                                                 
8
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53. 
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3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang 
berkaitan dengan objek penelitian. 
II. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Pembuktian Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie 
 Hibah dalam bahasa Belanda adalah “Schenking”.9 Sedangkan menurut 
istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 
KUHPerdata, adalah “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu 
hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 
menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima 
penyerahan itu.”10 
 Bahwa, yang dimaksud dengan penghibah adalah digolongkannya pada 
apa yang dinamakan perjanjian cuma-cuma dalam bahasa Belanda “Omniet”. 
Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan 
pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. 
Perkataan “di waktu hidupnya” si Penghibah adalah untuk membedakan 
penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam 
testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku 
sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. 
 Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik 
memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang 
yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di 
muat di dalamnya. Sehingga merupakan alat bukti yang sempurna yang 
mempunyai kekuatan mengikat dalam artian bahwa apa yang ditulis dalam akta 
tersebut harus dipercaya, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya 
tidak dibuktikan. 
 Akta otentik yaitu suatu yang diperbuat secara demikian itu oleh atau 
dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang 
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang 
mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut didalam surat 
                                                 
9
 Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.426. 
10
 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke-25, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm.365. 
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itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi 
yang tersebut demikian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung 
berhubungan dengan pokok dalam akta itu.
11
 
 Walaupun hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk 
menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak 
secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun 
kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, 
terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya dan hak 
ini dilindungi undang-undang. Sehingga dengan demikian pemberi hibah tidak 
bisa dengan seenaknya memberikan hibah atas hartanya pada siapapun, karena 
kebebasan pemberi hibah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai legitieme portie ahli waris ab-intestato.  
 Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik 
Notaris dalam pembuatan akta hibah langkah yang bisa ditempuh adalah membuat 
Surat Persetujuan dari anak(-anak) kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, 
pemberian hibah walaupun merupakan hak dari pemberi hibah namun tetap harus 
memperhatikan persetujuan dari anak kandung pemberi hibah dan jangan sampai 
melanggar hak mutlak mereka. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka 
diartikan ahli waris yang bersangkutan telah setuju dan tidak keberatan apabila 
bagian mutlaknya terlanggar. 
B. Upaya Perlindungan Hak Mewaris Anak Di Bawah Umur Dengan 
Adanya Penghibahan Oleh Pewaris Yang Melanggar Legitieme Portie  
 Menurut ketentuan Pasal 309 jo. Pasal 393 KUHPerdata, pengalihan hak 
milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan pada Penetapan dari 
Pengadilan Negeri. Di beberapa daerah tertentu Penetapan Pengadilan ini tidak 
terlalu menjadi suatu keharusan mengingat para pihak tersebut dapat dianggap 
tidak menundukan diri kepada KUHPerdata tetapi tunduk pada Undang-Undang 
Perkawinan yang di dalamnya tidak secara tegas mengharuskan pengalihan hak 
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 Ali Budiarto, et.al., Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Trisakti, 2004), hlm.19. 
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milik dari seorang anak yang masih di bawah umur harus melalui Penetapan 
Pengadilan.
12
 
 Dengan adanya penetapan pengadilan maka orang tua tidak mempunyai 
halangan untuk bertindak sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur 
tersebut hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri. Tujuan penetapan 
pengadilan dalam jual beli atas tanah milik bersama anak di bawah umur adalah 
untuk memberikan perlindungan kepada anak yang masih di bawah umur tersebut 
akan hak-haknya atas tanah warisan orang tuanya, demikian juga pihak pembeli 
akan kepastian hak atas tanah yang dibeli tersebut, selain itu menjamin terjadinya 
pengalihan hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, bagi Notaris/PPAT membuktikan bahwa Notaris telah bekerja 
dengan hati-hati dan seksama serta menjaga kepentingan pihak yang terkait 
dengan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah tersebut, sehingga terhindar 
dari gugatan ahli waris (anak di bawah umur) di kemudian hari.  
 Demikian juga dengan PPAT dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pejabat diberi kewenangan untuk pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut, 
maka berupaya mematuhi ketentuan KUHPerdata tersebut bahwa setiap 
pemindahtanganan hak atas tanah milik bersama anak di bawah umur tersebut 
harus terlebih dahulu diterbitkan penetapan pengadilan baru dapat dibuat akta jual 
belinya oleh PPAT guna didaftarkan (balik nama) pada Kantor Pertanahan.
13
 
 KUHPerdata pada mulanya hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa 
dan mereka yang dipersamakan, namun kemudian diperlakukan bagi golongan 
Timur Asing yaitu Tionghoa sejak 1917 dan Timur Asing yang bukan Tionghoa 
oleh sejak 1925. Bagi penduduk asli Indonesia yang disebut Inlanders atau 
pribumi tetap berlaku hukum adatnya. Dengan demikian maka hukum waris di 
Indonesia, ada yang diatur dalam KUHPerdata dan ada yang diatur oleh hukum 
adat. Bagi golongan Indonesia ini yang bisa berlaku adalah hukum waris adat atau 
hukum waris menurut 
                                                 
12
 Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadly, Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, 
tanggal 23 April 2014 
13
 Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadly, Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, 
tanggal 23 April 2014 
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hukum Islam yang sekarang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
Indonesia BAB II tentang Hukum Kewarisan.  
 Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut hibah merupakan suatu benda 
secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih 
untuk dimiliki, namun dalam Pasal 210 KHI diatur bahwa hibah dibatasi 
sebanyak-banyaknya hanya 1/3 harta bendanya. Terhadap hibah dari orang tua 
kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 211 
KHI, yang berbunyi hibah kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 
warisan.
14
 
 Apabila pewaris menghibahkan seluruh hartanya dimiliki kepada seorang 
anak maka ketentuan kedua pasal ini dapat diterapkan, selain itu dapat diadakan 
pendekatan secara damai. Jika jalan damai tidak memperoleh hasil maka dapat 
menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama.
15
 
 Untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan anak 
dibawah umur, maka wali mengajukan permohonan kepada Balai Harta 
Peninggalan (BHP), untuk mengurus harta anak dibawah umur. Dalam hal ini 
Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas terhadap anak yang masih 
dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta mengurus 
harta benda atau kekayaan anak tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan yang 
dilakukan oleh wali atau pihak lain yang dapat merugikan anak dibawah umur 
tersebut. Sebenarnya tugas wali pengawas menurut KUHPerdata tidak ada 
definisinya, meskipun menurut Pasal 366 KUHPerdata tugas tersebut dibebankan 
kepada Balai Harta Peninggalan setempat, tetapi untuk singkatnya dapat 
dijabarkan bahwa tugas dari wali pengawas ini adalah untuk mengawasi para wali. 
Wujud pengawasannya atau penjabarannya terlihat dari redaksi Pasal 370 
KUHPerdata.
16
  
 Ahli waris legitimaris hanya berhak menuntut pengurangan atau 
pengembalian dari harta yang telah diwasiatkan atau dihibahkan kepada pihak 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadly, Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, 
tanggal 23 April 2014 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Ali, Panitera Pengganti Pengadilan Agama 
Rantauprapat, tanggal 24 April 2014 
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 Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan: 
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ketiga tersebut sesuai dengan perhitungan bagian mutlak (legitieme portie) ahli 
waris legitimaris yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang, bukan atas 
seluruh harta warisan yang telah diwasiatkan pewaris pada seseorang. Hak-hak 
penerima wasiat (legaat) tetap diperhitungkan dan dihormati sepanjang bagian 
bebas dari harta warisan yang tidak melanggar bagian mutlak legitieme portie. 
 Dengan demikian, apabila semasa hidupnya seorang pewaris membuat 
suatu wasiat atau hibah kepada pihak ketiga, yang telah melanggar bagian mutlak 
ahli waris legitimaris, maka ahli waris legitimaris tersebut berhak untuk menuntut 
bagian mutlaknya yang terlanggar itu untuk dikurangkan atau dikembalikan dari 
harta warisan yang telah diwasiatkan kepada pihak ketiga tersebut sebesar bagian 
mutlak (legitieme portie) yang telah ditentukan undang-undang.   
III. Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Membuktikan bahwa suatu hibah yang dilakukan oleh pewaris itu telah 
melanggar legitieme portie adalah dengan menentukan jumlah keseluruhan 
boedel warisan, kemudian dihitung legitieme portie-nya, setelah ditemukan 
besarnya legitieme portie maka dilihat berapa besarnya sisa warisan setelah 
hibah dilaksanakan. Kalau sisanya cukup untuk memenuhi legitieme portie 
maka legitieme portie dipenuhi terlebih dahulu, baru sisanya dibagi menurut 
pewarisan ab-intestato-nya. Kalau sisa warisan tidak cukup, maka dilihat dulu 
apakah legitimaris pernah menerima hibah semasa hidupnya pewaris atau 
menerima legaat berdasarkan testament. Dari sini diketahui, apakah ahli waris 
tersebut masih berhak untuk menerima legitieme portie, kalau legitieme 
portie-nya belum terpenuhi, maka ahli waris berhak untuk menuntut 
pemotongan terhadap hibah-hibah/ hibah wasiat yang telah diberikan. 
2. Upaya untuk melindungi hak mewaris dari anak di bawah umur dalam hal 
penghibahan oleh pewaris yang melanggar legitieme portie yaitu adanya 
keharusan mendapatkan penetapan dari pengadilan terkait dengan pengalihan 
harta anak di bawah umur, adanya lembaga perwakilan terhadap tindakan 
hukum atas harta kekayaan anak di bawah umur, tindakan pengawasan 
terhadap harta yang didalamnya terdapat hak anak di bawah umur dengan 
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persyaratan pengalihan harta milik anak dibawah umur harus terlebih dahulu 
memperoleh ijin dari pengadilan. 
B. Saran 
1. Diharapkan ahli waris segera menginventarisir dan memperhitungkan 
keseluruhan boedel warisan pada saat warisan tersebut terbuka secara 
terperinci, dan apabila ternyata boedel warisan tersebut sebagian telah 
dialihkan kepada pihak ketiga serta telah melanggar bagian mutlak ahli waris 
legitimaris, maka harus segera dilakukan penuntutan bagian mutlak tersebut 
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengingat jangka waktu 
penuntutan tersebut dibatasi selama 3 (tiga) tahun sejak terbukanya warisan. 
Sehingga dengan demikian lebih memberikan perlindungan hukum bagi 
seluruh ahli waris legitimaris. 
2. Setiap orang tua yang akan memberikan hibah mempunyai sifat terbuka, agar 
dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan keluarga, 
dan Pejabat Umum hendaknya mempunyai sikap yang lebih cermat apabila 
seluruh syarat-syarat yang ada sudah terpenuhi atau belum janganlah bersikap 
terburu-buru tetapi harus melihat resiko dari pembuatan akta hibah tersebut. 
Seyogyanya setiap pelaksanaan pemberian hibah khususnya terhadap anak 
dibawah umur harus didampingi orang tua/wali dan saksi-saksi dari pihak 
keluarga yang lain agar pemberian hibah dapat menjadi jelas dan secara 
terbuka tidak dengan diam-diam. 
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